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Abstract

This research discusses "Juridical Review Of The Legal Certainty Of Home Ownership
By Foreign People Residing In Indonesia According To Government Regulation
Number 103 Of 2015 Concerning Ownership Of Houses In Which Foreign People
Reside In Indonesia”. The background to this research emphasizes the issue of land
ownership by foreigners, which is often a complicated and confusing topic in the legal
realm, because it does not only cover aspects of ownership itself.

This research aims to find out and understand the legal certainty of ownership of a
residence or residence by foreigners domiciled in Indonesia according to PP No. 103 of
2015. As well as understanding the mechanisms for implementing and enforcing laws
regarding home ownership by foreigners as regulated in PP No. 103 of 2015.

The research method used is normative law, namely discussing problems using the
approach of Law PP Number 103 of 2015.
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The results of the research state that the mechanism for implementing and enforcing the
law regarding home ownership by foreigners is as regulated in PP No. 103 of 2015.
And regarding legal certainty of ownership of residential or residential houses by
foreigners domiciled in Indonesia according to PP No. 103 of 2015 in accordance with
the original Article 21 paragraph (3) of the UUPA which states that foreigners obtain
property rights due to inheritance without a will or mixing of assets due to marriage.

Keywords : Legal Certainty, Foreign Citizens, Land Ownership

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang “Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Pemilikan
Rumah Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau
Hunian Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia”. Latar belakang penelitian ini
menekankan pada masalah kepemilikan lahan oleh orang asing yang seringkali menjadi
topik yang rumit dan membingungkan dalam ranah hukum, karena tidak hanya
mencakup aspek kepemilikan itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang kepastian hukum
kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di
Indonesia menurut PP No. 103 Tahun 2015. Serta memahami memahami tentang
mekanisme pelaksanaan dan penegakan hukum terkait kepemilikan rumah oleh orang
asing sebagaimana diatur dalam PP N0.103 Tahun 2015.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yaitu membahas
permasalahan dengan menggunakan pendekatan undang-undang PP Nomor 103 Tahun
2015.

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa Mekanisme pelaksanaan dan penegakan hukum
terkait kepemilikan rumah oleh orang asing sebagaimana diatur dalam PP No0.103
Tahun 2015. Dan Terkaitkepastian hukum kepemilikan rumah tempat tinggal atau
hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia menurut PP No. 103 Tahun
2015 sesuai dengan Pasal asal 21 ayat (3) UUPA yang menyebutkan bahwa Orang asing
memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena
perkawinan.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Warga Negara Asing, Kepemilikan Tanah

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beragam potensi sumberdaya alam yang menarik bagi
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para pelancong dan investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Keberadaan
potensi sumber daya alam yang luas di Indonesia menarik orang asing untuk
datang ke Indonesia, baik untuk menikmati keindahan alamnya, berbisnis,
maupun berinvestasi. orang asing yang berada di Indonesia untuk keperluan bisnis
tentu memerlukan lahan untuk tempat tinggal sementara. Dalam konteks tempat
tinggal untuk orang asing, penting untuk memperhatikan prinsip penggunaan
tanah yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa
bumi, air, dan kekayaanalam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuranrakyat.:

Tanah merupakan sautu bagian yang tidak terlepas dalam hidup manusia,
karna sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah sehingga,
penggunaan nya perlu adanya pembatasan. 2 Dalam hal ini dapat digambarkan
bahwa hubungan manusia dengan tanah sangat erat karena tanah adalah modal
hidup dari manusia. Dalam undang undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang pokok-
pokok agraria, tanah didefinisakan sebagai permukaan bumi.3

Masalah kepemilikan lahan oleh orang asing seringkali menjadi topik yang
rumit dan membingungkan dalam ranah hukum, karena tidak hanya mencakup
aspek kepemilikan itu sendiri, tetapi juga melibatkan proses penggunaan properti
dan transfer hak kepemilikan yang berkaitan. Dalam konteks Indonesia, regulasi
yang mengatur kepemilikan lahan oleh orang asing diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015. Namun, pelaksanaan regulasi ini sering
menimbulkan berbagai pertanyaan dan interpretasi yang kompleks. Oleh karena
itu, tinjauan yuridis terhadap regulasi tersebut menjadi sangat penting. Melalui

tinjauan ini, akan dikaji secara mendalam bagaimana regulasi ini memengaruhi

1Supramono, G. Hukum Orang Asing di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, h. 22-25. 2012.
zMohammad ilham ari saputra. Reforma agraria Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta, h. 55. 2015.

3Sukmawati, Putu Diva. "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia." Jurnal limu
Hukum Sui GenerisVol2. No.2 2022: 89-102.
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hak kepemilikan, batasan-batasan penggunaan properti, serta prosedur dan
persyaratan yang terkait dengan transfer hak kepemilikan lahan oleh orang asing.
Pemahaman yang mendalam tentang regulasi ini akan memberikan kejelasan dan
kepastian hukum yang sangat dibutuhkan bagi pemilik properti asing, membantu
dalam meminimalkan risiko konflik hukum, dan memperkuat perlindungan
hukum mereka.+ Selain itu, penting juga untuk mengakui bahwa perubahan
dinamika sosial, ekonomi, dan politik dapat memengaruhi implementasi dan
relevansi dari regulasi tersebut. Oleh karena itu, tinjauan yuridis juga perlu
mempertimbangkan konteks historis dan perkembangan terkini dalam interpretasi
dan penerapan regulasi kepemilikan lahan oleh orang asing. Dengan
memperhitungkan faktor-faktor ini, tinjauan yuridis akan menjadi lebih
komprehensif dan relevan dengan realitas yang ada, memungkinkan untuk
memberikan rekomendasi yang lebih baik untuk penyempurnaan atau perbaikan
regulasi yang ada.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 telah memberikan landasan
hukum bagi kepemilikan lahan oleh orang asing, penting untuk diakui bahwa
evaluasi terhadap implementasinya dan dampaknya masih memerlukan penelitian
lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implikasi
hukum dari PP tersebut, termasuk prosedu pendaftaran, persyaratan yang harus
dipenuhi, Batasan-batasan yang diberlakukan, serta hak dan kewajiban yang
dimiliki oleh orang asing dalam kepemilikan rumah di Indonesia. Penelitian ini
juga dapat membantu untuk mengidentifikasi potensi permasalahan kekosongan

hukum yang perlu diperbaiki atau ditinjau ulang dalam regulasi tersebut.

B. METODE PENELITIAN

‘Dewi, P. R. P., & Budiana, I. N. Regulation of Land Lease Rights Period for Foreign Citizens in
Indonesia. Jurnal Hukum Prasada, 8(1), 44-55.2021.
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Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu
membahas permasalahan dengan menggunakan pendekatan undang-undang PP
Nomor 103 Tahun 2015 dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan
regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang di tangani. Dalam
penelitian ini penulis menganalisis dan menelaah mengenai pengaturan semua
peratuan perundang-undangan yang terkait dengan kepastian hukum kepemilikan
rumah tempat tinggal bagi orang asing.

Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dengan
cara meneliti buku buku dan jurnal hukum. Data sekunder, antara lain mencakup
dokumen dokumen resmi, buku buku hasil penelitian yang terdiri dari rancangan
undang undang, hasil hasil penelitian yang terdiri dari rancangan undang undang,
hasil hasil penelitan, atau pendapat para hukum yang berkaitan tentang kepastian
hukum pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian yang berkedudukan di
indonesia menurut PP nomor 103 tahun 2015

Teknik analisis bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini adalah
menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat
kualititatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma

yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Mekanisme Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Terkait Kepemilikan
Rumah Oleh Orang Asing
a. Mekanisme Penegakan Hukum Terkait Kepemilikan Rumah Oleh
Orang Asing
Mekanisme pada konsep di atas dimanifestasikan ke dalam

hubungan hukum antara warga negara Indonesia (WNI) orang asing
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atau Warga Negara Asing (WNA) dalam hal perjanjian kepemilikan
tanah. Pada praktiknya, perjanjian tersebut mengatur pemilik tanah
adalah seorang WNI dengan investasi kepemilikan berasal dari dana
WNA. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan secara tidak
langsung, yakni suatu hubungan hukum antara WNI dengan WNA
dalam bentuk perjanjian yang disebut dengan nominee trustee
agreement.5 Perjanjian tersebut berisi pernyataan status kepemilikan
hak atas tanah  menjadi  milik seorang WNI atau
menggunakannamaWNIdidalamakteperjanjian,namunsecarafaktualsega
la bentukpenguasaanataupengelolaansecarapenuhdimilikiolehWNA.

Berdasarkan Pasal 9 jo Pasal 21 ayat (1) UUPA, disebutkan
bahwahanyaWNIsajayangdapatmemilikihakmilikatastanahsedangkanb
agi WNA hanya diberikan Hak Pakai atau dapat juga Hak Sewa Untuk
Bangunan
sebagaimanaPasal41ldanPasal42UUPA.Padakenyataannya,statusKepem
ilikan Hak Milik juga diincar oleh banyak WNA yang sangat ingin
mendapatkan hak tanah tertinggi tersebut. Selain bisa menjadi investasi
(menanamkanmodalataudana)denganharapanbisamendapatkeuntungan
di masa mendatang, juga menjadi alat untuk mendapatkan kredit di
semua bank
yangadadilndonesiadenganbebanjaminanhaktanggungan.Disisilain,stat
us Hak Milik dijamin secara yuridis sebagai hak terkuat dan terpenuhi.
Artinya,

HakMilikmemilikipenguasaansesuatuyangdimilikinyasecarapenuhdank

5MangiliwatiWinardi,“PenguasaanTanahOlehWargaNegaraAsingDengan Perjanjian Pinjam Nama (Nominee)
Di Wilayah Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5Tahun 1960,” Jurnal Repertorium Vol 4, N.o 1 2017, h. 61—
72.
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uat tidak terkalahkan serta tidak memiliki batasan waktu kepemilikan.
Hal inilah yang menjadikan alasan mengapa banyak WNA sangat
menginginkan kepemilikan atas Hak Milik tanah tersebut, meskipun
diperoleh dengan cara yang tidakberhak.c Banyaknya praktik WNA
yang selama ini berjalan menjadi preseden bagi tumbuh suburnya
praktik-praktik tersebut untuk memiliki status kepemilikan Hak Milik
alih alih memiliki status Hak Pakai.

Hak pakai tentu saja memiliki jangka waktu yang terbatas sehingga
berbeda dengan pemegang hak milik yang alas haknya tidak dibatasi
kecuali jika terjadi peralihan hak. Namun, pemegang Hak Pakai masih
bisa menerima manfaat berupa ganti kerugian jika dikemudian hari
jangka waktu Hak Pakai berakhir, sepanjang bangunanataubenda-
bendadiatasnyamasihdiperlukan.” Apabila dalam jangka waktu yang
ditentukan WNA tersebut ternyata wafat, maka dapat diwariskan
kepada seorang WNI ataupun WNA, vyaitu dengan status warisan
sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 29 Tahun
2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak
Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang
Asing Yang berkedudukan di Indonesia.

Lalu apabila WNA tersebut sudah memiliki KITAP atau KITAS
lalu masa berlakunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi paling
lambat selama satu tahun atau dengan meninggalkan Indonesia, maka
ja tidak bisa untuk mewariskan tanahnya maupun mengalihkan

tanahnya yang ada dilndonesia kepada orang lain selama satutahun

51 Dewa Agung Dharma Jastrawan and | Nyoman Suyatna, “Keabsahan Perjanjian Pinjam
Nama(Nominee) OlehWarga Negara Asing Dalam Penguasaan Hak Milik Atas
TanahDilndonesia,”KerthaSemaya:JournalllmuHukumVol7,No.12,2019, h. 1-15.

’Dian Aries Mujiburohman, “Probelamtika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir,”
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan2, no. 2 , 2016, h.151-164.
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semenjak meninggalkan Indonesia. Dalam hal ini kedudukan tanahnya
akan kembali menjadi milik Negara.s Meskipun demikian, dalam hal
pewarisan jika pewarisan tersebut dilakukan tanpa wasiat, maka
pemegang hak tersebut wajib melepaskannya dalam jangka waktu satu
tahun sehingga status tanahtersebut akan kembali menjadi tanah
negara.

Selanjutnya bagi WNA yang ingin mendirikantempat tinggal atau
rumah di Indonesia, maka dapat mendirikannya di atas tanah Hak
Pakai. Adapun mengenai luas lahan yang dapat didirkan, diatur dalam
Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 29 Tahun 2016 yakni

hanya satu bidang tanah untuk WNA atau dengan keluarganya dengan

luasmaksimal 2000M2(dua ribu meter persegi). Selain Hak
Pakaiataupendirian rumah diatas lahan Hak Pakai, WNA juga dapat
memiliki Hak Sewa Untuk Bangunan dalam keperluan lain, misalnya
untuk digunakan dalam pengelolaan bisnis. Statusnya hanyalah Hak
Sewa
UntukBangunandengandibuktikanadanyakesepakatanyangdilakukansec
ara tertulis terhadap sewa menyewa bangunan atau rumah yang
dilakukan antara pemilik bangunan atau rumah dengan WNA yang
menjadi penyewanya (Perjanjian Sewa-Menyewa).°

b. Syarat Pemilikan Tanah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang
Asing

Pengaturan Pemilikan Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing

8Eddy Nyoman Winarta, | Gusti Ngurah Wairocana, and | Made Sarjana, “Hak Pakai Atas Rumah Hunian
Warga Negara Asing Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin,” Acta Comitas: Jurnal Hukum
Kenotariatan Vol 2,No. 1, 2017,: 43-57.

9KartiniMuljadiandGunawanW idjaja,Hak-HakAtasTanah, Jakarta:Kencana,2003, h. 90
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah
Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di
Indonesia, merupakan suatu terobosan kebijakan pemerintahan dalam
mengantisipasi globalisasi khususnya di bidang pertanahan. Penulis
mengatakan demikian karena peraturan ini telah mengesampingkan
persyaratan mengenai hak pakai dalam Undang-undang Pokok Agraria.
Sebagaimana diketahui,persyaratan yang dapat mempunyai hak pakai
yaitu:

a. warga negara Indonesia

b. orang asing yang berkedudukan dilndonesia

c. badan hukum vyang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia
d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia1®
Di dalam Pasal 42 ini jelas-jelas ditegaskan yang berhak

memperoleh hak pakai adalah warga negara Indonesia. Namun di dalam
penjelasan pasal demi pasal menyebutkan orang-orang dan badan-badan
hukvm asing dapat pula diberi hak pakai, karena hak ini hanya memberi
wewenang yang terbatas. Salah satu pertimbangan hukum diterbitkannya
peraturan ini adalah bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum
mengenai kemungkinan pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh

orang asing, diperlukan upaya penjabaran ketentuan dan Undang-undang

10undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 42
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Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan Undang-undang Nomor 4
Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Undang-undang Nomor
16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun menurut pengamatan penulis suatu
terobosan dalamkebijakan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan
hunian secara vertikal.

2. Kepastian Hukum Tentang Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau
Hunian Oleh Orang Asing di Indonesia
a. Dasar Hukum Pertimbangan Pengaturan Pemilikan Rumah Oleh
Orang Asing di Indonesia
Pengaturan warga negara asing terkait pemilikan tempat tinggal atau
rumah oleh WNA sebagai Penunjang Penanaman Modal Asing Apabila
dikaitkan antara pengertian atau definisi rumah dengan pemilikan rumah
oleh orang asing di Indonesia, maka pengertian rumah yang boleh dimiliki
orang asing di Indonesia adalah sama pengertiannya dengan pengertian
atau definisi rumah. Untuk tempat tinggal sehari-hari bukan untuk tempat
bekerja (kantor) atau tempat membuka usaha. Jadi rumah yang dimiliki
oleh orang asing di Indonesia sama kegunaannya dengan rumah yang
dimiliki oleh orang Indonesia yaitu untuk tempat tinggal dan bernaung
keluarga sehingga orang asing yang bekerja di Indonesia dapat membawa
anggota keluarganya untuk tinggal di Indonesia. Selanjutnya akan
dijelaskan mengenai pengertian rumah dan status atau kedudukan rumah
dikaitkan dengan asas pelekatan vertikal dan asas pemisahan horizontal.
Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan benda tidak bergerak

(tanah) dalam Pasal 21 ayat (1) bahwa, “Hanya Warga Negara
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Indonesia dapat mempunyai hak milik”, dan dijelaskan pula pada Pasal
21 ayat (4) yaitu, “Selama seseorang di samping kewarganegaraan
Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat
mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan
dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA.” Yaitu,: “Orang asing Yyang sesudah
berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan
tanpa waktu atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula
warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah
berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib
melepaskan hak itu didalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya
hak tersebut atau hilang kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka
waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak
tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan
ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap
berlangsung.”11

Pengaturan Pemilikan Rumah Oleh WNA di Indonesia Penjelasan
mengenai aspek pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan adanya peluang
dibukanya penanaman modal asing oleh pemerintah dengan pemberian
izin investasi selama 30 tahun sampai dengan 60 tahun disertai jaminan
kepastian hukum untuk melakukan berbagai usaha di Indonesia bagi
investor asing, badan hukum asing, dan tenaga kerja asing. Hal ini
berdampak bertambah banyaknya orang asing yang akan tinggal
dilndonesia dengan masa tinggal lebih lama yang akan berpengaruh
terhadap pengadaan perumahan sebagai tempat hunian maupun non hunian
bagi mereka (untuk buka usaha, kantor, pabrik, dan sebagainya). Dalam

rangka globalisasi ekonomi dewasa ini, deregulasi dan debirokratisasi di

11pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria
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bidang penanaman modal asing akan berhasil memperlancar mengalirnya.

Arus modal, arus informasi, arus investor asing, dan badan hukum
asing apabila mereka dimungkinkan untuk membeli dan memiliki rumah
ataupun satuan rumah susun sebagai tempat hunian atau bukan hunian
(perkantoran di mana mereka dapat melakukan usahanya). Aspek
perluasan pasar maksudnya yaitu bahwa pembangunan perumahan dan
permukiman, terutama pembangunan rumah susun menengah ke atas pada
akhirakhir ini demikian maraknya, sehingga perlu mendapatkan peluang
pangsa pasarnya. Sehingga dasar hukum pengaturannya perlu menjadi
acuan penting.

b. Tujuan Pengaturan Pemilikan Rumah Oleh WNA di Indonesia

Tujuan pengaturan pemilikan rumah oleh warga negara asing di
Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintan Nomor 41 Tahun
1996 mengundang banyak pertanyaan tentang kedudukan keimigrasian
orang asing di Indonesia yang mengingirikan kepastian tentang golongan
orang asing yang bagaimanakah yang dapat memperoleh rumah/ tempat
tinggal, juga tipe rumah yang bagaimanakah yang dapat dimiliki orang
asing di wilayah Republik Indonesia, dan di wilayah/ daerah yang mana
mereka dapat membeli rumah serta apakah yang menjadi tolak ukur bagi
orang asing yang dapat dikategorikan bermanfaat bagi pembangunan
nasional.12

Dijelaskan bahwa kepemilikan rumah oleh orang asing sebaiknya
diatur dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian rakyat bisa

dilibatkan dalam pembahasan rancangan peraturan yang cukup strategis itu

12pylungan."Kedudukan Orang Asing yangDapat Memanfaatkan Pemilikan Rumah dilndonesia”. Makalah
disampaikan pada pertemuan ilmiah mengenai Implementasi PeraturanPerundang-undangan pemilik rumah oleh
orangasing di Indonesia, 11 — 12 September 1996.
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mengingat aturan itu berpotensi mengurangi kesempatan rakyat untuk
memiliki rumah.13 Tujuan Undang-Undang Pokok Agariria pengaturan
kepemilikan warga negara asing atas tanah diatur dalam penjelasan umum
1 UUPA, vyaitu:

a)  Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional
yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran,
kebahagian, dan keadilan bagi negara dan rakyat, dalam rangka
masyarakat yang adil dan makmur.

b) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan
kesederhanaan dalam hukum pertanahan.

c) Melakukan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum

mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya

Tujuan Pengaturan Pemilikan Rumah Oleh WNA di Indonesia diatur
dalam Bab | UUPA, disebutkan bahwa :
a) Sebagai Dasar Bagi Penyusunan Hukum Agraria Nasional
Paragraf ketiga penjelasan umum Bab 1 UUPA tentang tujuan UUPA,
disebutkan bahwa *
“berhubung dengan segala sesuatu itu maka hukum yang tersebut sendiri-
sendiri dan ketentuan pokoknya perlu disusun didalam bentuk undang-

undang, yang akan merupakan dasar bagi penyusunan peraturan

13 AA. Oka Mahendra. “Kepemilikan rumah oleh orang asing sebaiknya diatur dalam Undang-Undang”. Kompas,
02 Juni 2024, h. 13
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lainnya. Sungguh pun undang-undang itu formil tiada bedanya dengan
undang-undang lainnya, yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh
pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi
mengingat sifatnya sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria yang
baru, maka yang dimuat didalam khayalan asas-asas serta soal-soal
pokok dalam garis besarnya saja dan karenanya disebut undang-
undang pokok agraria. Adapun pelaksanaanya akan diatur didalam
berbagai undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah dan
peraturan perundangan lainnya”.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa adanya muatan isi
UUPA. Yaitu : bersifat lex generalis, dengan demikian maka UUPA
mengikat ketentuan undang-undang baik secara hierarkis sistem
perundang-undangan sederajat, maupun yang kedudukannya lebih
rendah yang berhubungan dengan SDA. Secara teoritis, ketentuan ini
berhubungan dengan grundnorm theory atau stufenbau theory, yang
dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu sebuah teori hukum yang
menganggap bahwa semua hukum itu bersumber pada satu induk.

Dalam pengertian ini, setiap norma hukum “yang lebih tinggi
adalah”sumber” dari norma hukum “yang lebih rendah”.14

Muatan yang termuat dalam UUPA masih berupa asas yang bersifat

abstrak, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan lain yang
lebih merinci asas-asas yang tertuang dalam UUPA tersebut. Dalam

segi teoritis hal ini berkaitan dengan teori sistem hukum, sebagai

Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Cetakan ke VIII, New York, Russelll and Russll, 1971,
diterjemahkan oleh Riasul Muttagien, Bandung, Penerbit Nusa Media, h.188-189.
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mana yang diungkapkan Satipto Rahardjos, bahwa sebuah sistem
hukum terdiri dari asas, norma atau kaidah, dan aturan.

b) Unifikasi Hukum yang Bersifat Terbuka

Sebelum berlakunya UUPA setidaknya ada 3 (tiga) sistem hukum yang
berlaku dalam masyarakat indonesia, yakni AW, AB, Buku Il KUH
Perdata, (BW), yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda,
hukum adat dan peraturan pada daerah sawapraja yang masih eksis
pada saat itu. Hak atas tanah yang berlaku dalam sistem hukum
Belanda terdiri dari hak eigendom, hak erpacth, dan hak opstal,
sedangkan berdasarkan hukum adat ditemukan adanya hak milik dan
hak pakai, dalam peraturan swapraja juga ditemukan hak-hak atas
tanah. Berdasarkan peraturan swapraja tersebut. Isi dari wewenang
dari masing-masing hak tersebut berbeda, misalnya dalam hak perdata
barat lebih menekannkan pada kepentingan individu, sedangkan pada
masyarakat hukum adat lebih bersifat kolektif, pada peraturan
swapraja cenderung bercorak veodal. Sehingga dengan diberlakunya
UUPA ditujukan untuk menjadi payung hukum dalam kaitannya
dengan sumber daya agraria. Wewenang dari subjek hak dijalankan
sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam UUPA, yang

prinsipnya dituangkan dalam pasal 4 dan pasal 6 UUPA tentang fungsi

5satipto Rahardjo, llmu Hukum, Cetakan ke VIII, Bandung, PT. Cita Aditia Bakti, 2014, h.48-49.
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sosial hak atas tanah.

c. Pengaturan PemilikanTempat Tinggal atau Hunia Oleh Orang Asing

di Indonesia

Secara formal, kewenangan Pemerintah untuk mengatur bidang
pertanahan didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
yang menegas bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(selanjutnya disebut UUPA). Dalam ruang lingkup agraria, tanah
merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang
dimaksudkan disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya,
melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam
pengertian yuridis yang disebut hak atas tanah. Tanah sebagai bagian dari
bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “Atas dasar hak
menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan
adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah,
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan
hukum.16

Adapun hak-hak atas tanah tersebut, sebagaimana disebutkan lebih
lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA vyaitu (a) Hak milik; (b) Hak Guna
Usaha; (c) Hak Guna Bangunan; (d) Hak Pakai; (e) Hak Sewa; (f) Hak
membuka Tanah; (g) Hak Memungut Hasil Hutan; dan (h) Hak-hak lain

yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan

16Rahyenda, “Pemilikan Rumah Tinggal Untuk Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia,” Jurnal IImu
Hukum Vol 9, No 2, 2020: 318-330.
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dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai
yang disebut dalam Pasal 53, yakni : hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak
menumpang dan hak sewa tanah pertanian.

Tanah di dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah
satu sumber daya alam utama, yang mempunyai hubungan batiniah yang
mendalam bagi rakyat Indonesia. Hubungan bangsa Indonesia dengan
tanah adalah hubungan yang abadi dan tidak ada satu kekuasaanpun dapat
melepaskan hubungan tersebut selama negara Republik Indonesia ini eksis
sebagai negara dengan ikatan bangsa.1” Oleh karena itu, sesuai dengan asas
nasionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUPA,
memberikan suatu pembatasan bahwa hanya warga-negara Indonesia dapat
mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang
angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2. Dari macam-macam
hak atas tanah tersebut, Pasal 42 dan Pasal 45 UUPA memberikan suatu
pengaturan bahwa untuk rumah tempat tinggal bagi warga negara asing
maupun untuk keperluan bisnis difasilitasi melalui Hak Pakai dan Hak
Sewa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Pakai diatur di dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak
Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai, serta diatur dalam Pemerintah
Nomor 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau
Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, sebagai
pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1996. Selain itu juga
muncul Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang

l7Rahyenda, 2020. Pemilikan Rumah Tinggal Untuk Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Jurnal limu
Hukum. Vol 9, No.2, him. 318-330
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Tata Cara Pemberian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan
Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing yang
Berkedudukan di Indonesia. Hal ini dapat memberikan iklim kondusif dan
kepastian hukum serta memenuhi kebutuhan orang asing dalam memiliki
tanah dan bangunan untuk rumah tinggal atau hunian. Dalam hal ini
kebijakan pemerintah tentang Hak Pakai di atas Hak Milik diberikan
dengan jangka waktunya adalah 30 (tiga puluh) tahun dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Atas kesepakatan
pemegang Hak Pakai dengan pemegang Hak Milik, maka dapat
diperbaharui dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang selanjutnya hak itu
wajib didaftarkan.

Sesuai namanya, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau
memungut hasil dari: (1) Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang
memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya, atau (2)
Tanah milik orang lain dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang
bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala
sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan
UUPA. Kemudian, subjek hak pakai yaitu : (a) Warga negara Indonesia;
(b) orang asing yang berkedudukan di Indonesia; (c) badan hukum yang
didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan
(d) badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Adapun
jangka waktu hak pakai dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama
25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun

atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya
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dipergunakan untuk keperluan tertentu.1s
D. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan yakni bahwa
Mekanisme pelaksanaan dan penegakan hukum terkait kepemilikan rumah
oleh orang asing sebagaimana diatur dalam PP No0.103 Tahun 2015. Dan
Terkaitkepastian hukum kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh
orang asing yang berkedudukan di Indonesia menurut PP No. 103 Tahun
2015 sesuai dengan Pasal asal 21 ayat (3) UUPA yang menyebutkan bahwa
Orang asing memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau
percampuran harta karena perkawinan.
2. Saran
Penulis memberikan saran sebagai evaluasi sehingga menjadi lebih
baik kedepannya.

a. Untuk penulis menyadari masih banyak kekurangan dan pertimbangan
dalam penulisan, sehingga penulis menyadari masih perlunya banyak
kajian hukum didalamnya.

b. Untuk penelitian selanjutnya lebih mendalami lagi perihal penalaran
hukum terkait tinjauan yuridis terhadap kepastian hukum kepemilikan
rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di
Indonesia menurut PP Nomor 103 Tahun 2015. judul pembahasan ini
penting untuk dikaji agar kepastian hukum bagi warga negara asing di

indonesia terjamin. Selanjutnya penelitian ini tidak menjadi satu-satunya

18A P. Perlindungan-lil. Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA, Mandae Maju, Bnadung, 1998, h.34.
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sumber dalam penelitian sehingga perlu membaca dan mendalami
referensi lainnya.
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